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lMenimbang a.

Mengingat

b,

c.

1.

2,

BUPATI BINTAN,

bdhwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-

uno"ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Daerah

r"Org;t"n" telah diubah dengan Undang'Undang Nomor I
i;;. ioos-tentang F.n.trpa:n Feraturan PLmerintah Pengganti

unoang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-

Undan6 Nomoi 32 rTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjad-i Undang-Und?ng, O"ry?l Perwakilan Rakyat Daerah

tOFnOl ber,saira , Bu-pati Bintan telah menyempurnakan

nrn.ingan peraturan Daerah'tentang AnggTll_Pendapatan dan

Belania Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan

X"outr."n Gubeinur (epulauan Riau Nomor 13 Tahun 2007

i;il;;; ivaluasi Rancangan Peraturan,oberah tentang APBD

Kanupiten Bintan Tahun Anggaran 2007',

bahwa Penyempurnaan sebagimana dimaksud pada huruf a,

Onr}1rf.rn agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran

2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang - undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hur:uf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang

nrg;rirr i-enJrprtin dan Betanja Daerah (APBD) Kabupaten

Bintan Tahun'Anggaran 2007 ;"
:. .: : ,, ,:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun '1956 tentang Pembentul(an
.Daerah- Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten

srmat"ra Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

i956 Nomor 251);

unoang-undang Nomior 12 Tahtl 1985 tentang Pajlk Bumi dan
,ldangrian (Leirbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang

Nilor t2 Tanun rgga ( Lembaran Negara Republik lndonesia

i;h; 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3569);



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nornor 4048 ) ,

Undang-Undang Nomor 21 Tahul 1997 tentang tentang Bea
Perolehan Hak Atas,,Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3688 ) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang B-ersih dan Bebas dari Korupsi, ( Lembaran Negara
ReFubliti lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara R€publik lndonesia Nomor 4286) ;
,l :, :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
ttegari ( lehbaran Negaral Republik lndonesia Tahun 2003
ruolror 5, iambahan Lembiran Negara Republik lndonesia Nomor
4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
'Peraturan Perundangan - undangan ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor'53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 ) ;

Undang - Undang Nomor 15:'Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran
Negira Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomg'-4400 );

,Unoang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang' Sistem
Perenclnaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421)

,Undang-Undang Nomor 32 iahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor- 4437 )-sebagaimana
telah diubah dengah' Undang',: Undang Nomor I tahun 2005
tentang Penetapan:, Peraturan'. Pemerintah Pengganti UndAng -
Undan-g Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menladi Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun'2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548

);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbaangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lemblran Negara Republik.lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;

13, ,Peraturan P-emerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 ) ;

E

6.

7.

8.

o

10.

11,

12.



14.

15.

17.

18,

19;

24.

25.

26,

Feraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20C1 tentang Pajak
Daerah ( Lembaran Negara Republik lndon'esia Tahun ZOOT Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2-001 tlomor
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor4139 );

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler 'dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(,|-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tintang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DeWan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4659 ) ;

.l
Peiaturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badaan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor,48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4502)',

Peraturan Pemerintah Nomor,'24Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lemba[n Negara Nomor 4503);

'Peiaturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah ( Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun i005 ttomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor, 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
,Nomor 137,,-Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

rPeraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahunr')0OS tentang Sistem
,lnformasi Keuangan, Daerah,. ( Lembaran Negara :Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor, 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4576);

-l
Perhturan Pemerintah Nomoi :57 Tahun 2005 tentang Hibah
( Lembaran Negara Republik:lndonesia Tahun 2005 Nomor 139,

,Tqmbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577 ):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4578)': 

.

Peiaturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pehyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
( Lembaran:Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan lembaran''Negara Republik lndonesia Nomor 4585 ) ;

peraturan Pemerintah Nomor,s Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kiner.ja lnstansi Pemerintah ( Lembaran Negara
,Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4614',

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tehtang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

20.

21.

22.

23i.



Menetapkan :

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor Tahun 2006
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

: Dengan,persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
dan: ':, BUPATI'BINTAN ',

.l

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG
ANGGARAN .PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2OO7

Anggaran Pendapatan dan
,,,, 

.

Pendapatan Daerah
..

Belanja Daerah , rr 'l

Surplus/(Defisit) ,

Rp. 60.807,61 1.019,-

Rp.

,,, ,,, Pembiayaan Netto I 
, 

,

Sisa Lebih Pembiayaan Anggarar:i Tahun Berkenaan

, Pasal l
il

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

Rp.

Rp,

Rp,

37A.?l9.000,000,-

439.026.611 019,-

60.807.611.019,-

Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

b, Pengeluaran '

Rp. 60.807.611.019,-

o,

(1)

Pasal 2

- \r/

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 87.687.000.000,-
b. Dana Perimbangan,sejumlah Rp.278.532.000.000,-
c, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp.12.000:000.000,-

''ll'

Pendapaatan Asti Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan

a. Pajak Daer:ah sejumlah Rp.72,050.000.000,-
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.1.737.000.000,- '

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan sejumlah
Rp.3.160.000.000,-

d. Lain-laih pendaptan asli daerah yang sah sejumlah Rp.10.740.000.000;-

(2)

(3) Dana Perimhangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Dana bagihasil sejumlah Rp.169.488,000.000,-
b. Dana Alo.-kasi Umum sejumlah Rp.93.000.000.000,-
c, Dana Alokasi Khustr sejumlah Rp.16.044,000.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerbh yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1:)

huruf c terdiri darijenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah RP. -
b. Dana daiurat Rp. -
c. Dana bagi hasil Pajak seiumlah Rp.12;000.000.000,-
d. Dana pbnyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. -



(1)

(2)

(3)

(1)

' Pasal 3
., . .'' '

Belanja Daerahrsebagaimafia dimaksud dalam,Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja,TlOafLangsung sejumlah Rp.157.167.194.933,-
b. Belanja L,qngsung sejumlah Rp.281.859'416.086,-

, . ',:,, lr, ' 
r :. 

.1

Belanja Tidak [angsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenisbelanja:'.; . .l

a,Belinja'PegawaisejumlahRp:128.035.280.035,-
b. Belanja Bunga sejumlah RP. -
c. Belania,subsidi sejumlah Rp.200.000.000,- : 

,

d. Belanja Hibah sejumlah Rp.627.748.598,-
e. Belania Bantuan sosial sejumlah Rp.19.732.800.000,-
f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.32.000.00O, - - - -g Belanja Bantuan keuangan sejumlah Rp'6.539.366.300,-
I Belania Tidak terduga selumlah Rp.2.000'000.000,-

Belanja Langsung sebagaimana dirrraksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja: ,, ., ' " l: i, ':

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.37.593.725.2O0,-
b. Belanja,Baiang Oan-1asa sejumlah Rp.1,10.808.965.688,-
c. BelanJa Modal sejumlah Rp.133.456.725.198,'

pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri darijenis
pembiayaan :

a. Penerimaan sejumlah Rp.60,807.61 1.019,'
b, Pengeluaian sejurnlah Rp 60.807 611.019,-

(2) Penerimaan sebagaimana'dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis
pembiayaan: : ',, , ,' ,. Sisa tebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

sejumlah RP,41,807,61 1.01 9,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.19.000.000.000,-
c.HasilpenjualankekayaanDaerahyangdipisahkansejumlahRp...
d. Penerirnaan pinjaman daerah sejumlah Rp. - r,/'
e. Penerirnaan kemball pemberian pinjamah sejumlah Rp' -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimanar dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayan :

a. Fembentukan Dana cadangansejumlah Rp.

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. : :

c, Pembayaran pokok'utang sejum.lah.R.p._-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal i, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Ringkasan APBD;
Rinlkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapiiian, Belanja Pembiayaan ;

1. Lampiran I

2, Lampiran ll

3. Lampiran:lll

5. Lampiran V
. ::1
1.. ,,

6. Lampir:an Vl

4. Lampiran,[V ' RekapitulaSi Belanjb menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja, Daerah untuk keselarasan dan

keterpacluan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;



7. Lampiran Vll,'
8. Lampiran Mll
9. Lampiran lX,

10. Lampiran X

11. Lampiran Xt ,

12. Lampiran Xlli
13. Lampiran Xlll

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal : 30 Januari 2007

,,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPA BINTAN

Drs. H./AZIRWAN, MA

LEMBARAN DAERAH NOMOR4 TAFIUN 2OO7

Daftar Piutang Daerah; r

Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
Daftar Perkir:aan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lainnya;
Orttli'r"giatan - kegiatan tahun enggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran;
Daftar Dana Cadangan' Daerah;
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

ANSAR

Bupati menetapkan , Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapataan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

DierahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerah'

Ditetapkan di Kijang
Pada tanggal : 30 Januari 2007


